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MOTTO

"Ke.jujuran dan kepa+uhan adalah dua hal yang amat

penting dalam soal pelaksanaan perjanjian”. *)

*) Wirjiono Prodjodikore, Azas-azas hulcum periarjiarn, cet VIT, Sumur

Bandung, 1973, h.8% Bandung.
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RINGKASAN

Dengan berubahnya perusahaan umum (perum) Kereta Api menjadi
perusabaan perseroan (persero) maka asset’kekayaan juga ikut beralih menjadi
miﬁkPT.KeretaApiIndonesia(Perm}SahhsamﬂsetﬂmkaymFP.Km
Api[ndonesia(Persero)adahhtanahyangmmhamsdmnIuﬂcangunaleblh
mengoptimalkan pendapatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Sebaliknya ada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan tanah guna
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak ini akan senang, berkecukupan,
tenteram dan damai apabila dapat mempergunakan tanah yang dikuasai atan
dimilikinya, serta menggunakan hak dan kewajibannya sesuai batas tertentu
MmMmm-MmWammkmkmkmmpM.
mkanmbuﬂahpmmmmmyemmahmmhakmgmpunm
tanah yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagal pihak yang menyewakan
dengan pihak kedua sebagal penyews.

Permasalahan yang akan penulis bahas adalah dapatkah dilakukan
perjanjian sewamanyawahnahmﬂﬂ:l’f.Ka‘otaapilndomda(Persaro) dengan
pihak lain, bagaimanakah kuhﬂhkan para pihak dalam perjanjian sewa
menyewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan bagaimanakah
upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara para pihak dalam perjanjian
tersebut. o~

Tujuan penulisan secara umum adalah untuk mencapai gelar Sarjana
Hukumdansecara-khumadalahunmkmmgehhlﬂpaianjiansemmyawa
tanahantara.PT.KmtaApllndoneda(Pmo)dmganpihaklainm
kedudukan para pihak, dan sekaligus upaya penyelesaian jika terjadi sengketa

Metode pendekatan masalah yang dipakai adalah secara yuridis
sosi.oiogis.dmgansumbwdatapﬁmdansmnbwdalawkunﬂoryansﬁsali

xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dari studi lapangan dan studi lterator kemudian dianalisa secara deskriptif
kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Berdasarkan fakta yang ada maka dapat dilakukan perjanjian sewa
menyewa tanah‘an;arg‘PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pihak lain.
Salah satunya adalah dengan Mnnawar yang tertuang dalam perjanjian Nomor
D.IX/TB/01104/VII/1999, tanggal 20 Juli 1999. Perjanjian ini dapat dilakukan
karena telah- memennhi unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian seperti yang
tertuang dalam pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata. Kedudukan para pihak
adalah sejajar, dbukﬁkandengan telah dibububkannya tanda tangan kedua
belah pihak, meskipun  pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dirasa lebih
kuat dalam hal membuat isi ‘perjanjian dibandingkan dengan pihak penyewa

mmcapaimn[akatm'!cbﬂldahnlu. Apabila cara ini tidak berhasil maka barulah
mnsdesaian&yamnmmhjain;pen&lmehhanyangpaling sering terjadi
adalahadanyaknwrlamba!znda!ampembayaransewatamh.namundapat
segera diselesaikan secara ‘musyawarah karena kedua belah pihak saling
membutuhkan dan berkehendak untuk segera menyelesaikan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah hendaknya PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) menjelaskan isi perjanjian secara jelas terlebih dabulu
kepada penyewa karena merupakan perjanjian standard, dan pihak penyewa
harus berhati-hati sebelum menandatangani perjanjian. Hendaknya penyewa
diajak membuat isi perjanjian agar mereka mempunyai kedudukan yang benar-
benar sama, dan hendaknya dalam membuat perjanjian sewa menyewa tanah
itn jangka waktu pembayarannya dibuat secara jelas.

xiv
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

Berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 Jo UU No 86 Tahun
1946 tentang nasionalisasi perusahaan Belanda, maka perusahaan Kereta Api
yang telah ada sejak zaman kol_onial Belanda di konversi menjadi perusahaan
nasiopal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tam 1990
merubah perusahaan jawatan (perjan) Kereta Api menjadi perusahaan umam
(perum) kereta api yang merupakan salah satu dari badan hukum milik negara.
Pada tahun 1998 ini telah dirubah lagi statusnya menjadi perusahaan persercan
melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tabun 1998
tentang ;pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) kereta api menjadi
perusahaan perseroan (persero). Dengan demikian PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) menjadi perusahaan yang berdiri sendiri.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di wilayah Daerah Operasi (Daop) IX
Jember tentunya mempunyai asset (kekayaan), salah satu bagian dari
asetnya adalah tanah. Tanah yang dimiliki ini ada yang sudah dalam keadaan
terpakai dan ada yang belum terpakai. Tanah yang belum terpakai ini perlu
adanya pendayagunaan agar dapat diperoleh keuntungan knususnya guna
pengembangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) itu seidiri.

Dilain pihak ada yang tidak atau belum mempunyai tanah, tetapi
membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuban hidupnya. Pihak ini akan
senang, berkecukupan, tenteram dan damai apabila dapat menggunakan tanah
yang dikuasai atau dimilikinya, serta menggunakan kewajibannya sesuai dengan
batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia
dalam masyarakat.
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Dalam perkembangan selanjutnya maka timbullah salah satu perbuatan
bukum yang menyangkut masalah tanah yaitu sewa menvewa tanah aptara
pihak yang mempunyai tanah yzutu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai
pihak yang menyewakan dengan pihak kedua yang membutubkan tanah
tersebut sebagai penyewa. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian sewa menyewa
tanah yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

Terjadinya perjanjian sewa menyewa tanah ini, dibuktikan dengan telah
dibububkannya tandatangan baik oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
sebagai pihak yang menyewakan dan pihak kedaa sebagai penyewa. Dalam
membuat perjanjian ini, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah
menyediakan formulir perjanjian sewa menyewa tanah, sedangkan pihak
penyewa hanya tinggal menandatanganinya saja setelah membaca klausul-
klausul yang Irmdapat di dalamnrd apabila mau menyewa. Dengan demikian
kedudukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tampak lebih kuat dari pada
pihakked:akamaFP.KaetaApiIndomﬁa(Pmo)yangmlahmembuat
klausul-klausul perjanjiannya. Padahal kalau dilihat dalam pasal 1320 Jo pasal
1338 Kitab Undang Undang bukum Perdata (KUH Perdata), tersirat bahwa
perjanjian itu dibuat oleh pihak kreditur dan debitur yang mempunyai
kedudukan sama sehingga tercapai kata sepakat untuk melahirkan perjanjian.
Oleh karena italah penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut
dalam penulisan skripsi ini dengan judul "“TINJAUAN ASPEK HUKUM PERDATA
MENGENAI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH MILIK PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DI WILAYAH DAOP IX JEMBER DENGAN MUNAWAR
DI KEC. RAMBIPUJI KAB, JEMBER".
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1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini adalah bidang hukum perdata khususnya
mengenal perjanjian sewa mmyawa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) di wilayah Daop IX Jember dengan Munawar di kec. Rambipuji Kab.
Jember.

1.3 Rumnsan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan

diatas, maka dapat diromuskan masalah sebagai berikut :

1. dapatkah dilakukan perjanjian sewa menyewa tanah milik PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember dengan pihak lain ?

2. bagaimana kedndukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa tanah
milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember ?

3. bagaimana upaya penyelesaikan jika terjadi sengketa antara para pihak
dalam perjanjian tersebut ?

1.4 Tujuan Penulisan -

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang dapat
dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.4.1 Tojuan Umum .

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :
a.unhkamnh{salahsah:syaratdalammempcrobhgdarsarianahnkum
pada Fakultas Hukom Universitas Jember;

b. untuk menerapkan iimu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan
yang bersifat teoritis dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam
masyarakat

c. untuk menambah perbendaharaan literatur 'di perpustakaan Universitas
Jember.
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1.4.2 Tojuan Khuosus
miuanxhnmsdalam.pep;m;an skripsi ini adalah :

a. untuk mengetahui dapat atau tidaknya dilakukan perjanjian sewa menyewa
tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX jember
dengan pihak lain;

b. untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa
tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember;

c. untuk mengetahui upaya penyelesaikan jika terjadi sengketa antara para
pihak dalam perjanjian tersebut.

1.5 Metodologi

Metodologi adalah suatu usaha untuk mencari, menemukan dan
menganalisa masalah yang disajikan sehingga dapat terbentuk suatu jaringan
sisten untuk mendapatkan karya ilmiah yang konkret. Metodologi pada
hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan
mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang
dihadapinya (Soerjono Soekamto, 1986:6-7). Selanjutnya, penulis dalam
penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :
1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah yuridis sosiologis, yaitu mengkaitkan antara peraturan yang berlaku
dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
1.5.2 Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer
 yang diperoleh secara langsung dari keterangan-keterangan dan penjelasan dari
pihak yang berwenang. Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan yang
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dilaksanakan dengan mengadakan wawancara langsung antara penulis dengan
informan.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder sebagai pendukung data primer diperoleh melalui
penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur, karya
ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas dalam skripsi ini.
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan prosedur pengumpulan
data yaitu :
a. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari  beberapa buku yang
berkaitan dengan permasalaban yang akan dibahas, disamping ifu juga
membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan materi skripsi.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara yang
digunakan adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu
pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya
variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung dari pihak-pihak
atau pejabat yang berkaitan dengan masalah yang dibahds dalam skripsi. Penulis
dalam hal ini melakukan wawancara dengan Bapak Ir. Andi Husein Makkah
selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Tanah, Bapak Supangat selaku Kepala
Urusan Tata Usaha Tanah, dan Bapak Sunarto selaku staf bagian tanah pada
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember.

L
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1.5.4 Analisa Data

Dalam melakukan analisa terhadap data dan permasalahan yang akan
dibahas, penulis memakai analisa secara deskriptif kualitatif. Analisa tersebut
bertujuan untuk memperoleh gambaran singkat terhadap suatu permasalahan
yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statistik melainkan
berdasarkan peraturan pu-undang-undangan yang berlaku.

Setelah selesai menganalisa dan melakukan pembahasan, akhimya ditarik
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktfl Metode deduktif adalah
metode penarikan keslmpu.lan yang berangkat dari pengetahunan umum
kemudian menilai suata kejadian yang khusus atan suatu metode pembahasan
yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang
bersifat khusus.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember telah
membuat perjanjian sewa menyewa tanah dengan Munawar di Kecamatan
Rambipuji Kabupaten Jember yang tertuang dalam perjanjian Nomor
D.IX/TB/01104/VIl/ 1995, pada tanggal 20 Juli 1999.

Munawar bekerja sebagai pegawai pada PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) bertempat tinggal di jalan Darmawangsa, Kecamatan Rambipuji
Kabupaten Jember. Munawar mengajukan permohonan perpanjangan
persewaan tanah yang terletak di amplasemen (=lokasi tempat berhenti,
berangkat, mengatur rangkaian serta infrastrukturnya) Rambipuji, Desa
Rambigundam Kecampatan Rambipuji Kabupaten Jember kepada kepala PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX jember. PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) dalam hal ini diwakili oleh Ir. Achmad Moelyono yang
beralamat di jalan Dahlia no. 2 Jember. Tanah yang disewa oleh pihak kedva
tersebut akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan dimanfaatkan
sobagai rumah tinggal. Setelah kepala distrik setempat, kepala resort, kepala
seksi jalan dan jembatan tidak berkeberatan maka kepala wilayah Daop IX
Jember menyetujui tanah tersebut untuk disewakan., Sebelula disewakan telah
diselidiki mengenai kebenaran tanah tersebut oleh petugas PT. Kereta Api
Indonesia (Persero). Untuk membuat suatu perjanjian, Munawar disodori
formulir perjanjian sewa manyewa tanah yang merupaksn perjanjian baku
(standart contrak) oleh kasubsi tanah. Setelah Munawar diberikan penjelasan
oleh kasubsi tanah mengenai isi perjanjian maka pada tanggal 2C Juli 1999
kedua belah pihak menandatangani perpanjangan perjanjian tersebut.
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Perpanjangan perjanjian tersebut disetujui selama 2 tabun 11 bulan, dan dapat
diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Hal ini berarti sejak saﬁt itu lahirlah perjanjian sewa menyewa tanah
selnas 50 meter persegi sebagaimana tertnang dalam perjanjian Nomor
D.IX/TB/01104/VII/1999, tanggal 20 Juli 1999.

2.2 Dasar Hukum
Untuk memperkuat dan memperjelas penulisan ini, maka penulis

menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukam Perdata (KUH Perdata)
a. Pasal 1313 yang berbunyi :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atan lebih”.
b. Pasal 1320 yang berbunyi :
“Untuk sahnya suatn perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat yaifu :
a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c) suatu hal tertentu:
d) suatu sebab yang halal®.
c. Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi
mereka yang membuatnya”.
d. Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi :
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."
e. Pasal 1548 yang berbunyi :

“Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan
dari sesuatu barang selama suata waktu tertentu dan dengan pembayaran
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sesuatn harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itn disanggupi

pembayarannya”.

f. Pasal 1550 yang berbunyi :

“Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat persetujuan, dan dengan tak

perlu adanya sesuatu janji untuk itu :

1. menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;

2. memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat
dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;

3. memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang
disewakan, selama berlangsungnya sewa’.

2. Pasal 44 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok Pokok Agraria yeng berbunyi :

1) "Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak {sewa atas tanah,
apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lzin untuk keperluan
bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumiah uang sebagai
sewa;

2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :

a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boieh
disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur-pemerasan’.

3. Hukum Kebiasaan

“Menurut Hadikusuma (1990:144) perjanjian sewa tanah adalah perjanjian
dimana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan ijin kepada orang
lain untuk mempergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau tempat
kediaman dengan pembayaran sewa di belakang atau juga dapat terjadi
pembayaran dimuka®.
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api
Menjadi Perusahaan Perseroan {Persero)

a. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyl :

“Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan
Umum (Perum) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian perusahaan
perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban,
kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api yang ada pada

saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero} yang
bersangkutan”.

b. Pasal 2 yang berbunyi :

“Maksud dan tujuan perusahaan perseroan (persero) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1) usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api: ‘

2) kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian;

3) pengusahaan prasarana kereta api;

4) pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api”.

5. Surat Perjanjlan Nomor D. IX/TB/01104/ VII1999 mengenai
Perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia {(Persero) dengan Munawar
tentang persewaan tanah milik PT, Kereta Apl Indonesla (Persero) di
Wilayah Daop IX Jember, tanggal 20 Juli 1599,

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian

Yang dimaksud dengan perjanjian, dapat dilihat pada pasal 1313 KUH
Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, “Perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
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atau lebih lainnya”. Ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan,
karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :
1) hanya menyangkut sepihak éaja

Hal ini diketahui dari kata “mengikatkan” yang sifatnya hanya datang
dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu
“saling mengikatkan" sehingga ada konsensus dari kedua belah pihak.

2) kata perbuatan menyangkut juga tanpa konsensus

Dalam  pengertian  “perbuatan” termasuk juga  tindakan
menyelenggarakan kepentingan (zaakwaarneming) dan tindakan melawan
hukum (onrechmatigedaad) dimana tidak mengandung suatu konsensus.
Seharusnya yang dipakai adalah kata *persetujuan”.

3) pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena
menyangkut juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam
lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalabh hubungan antara
debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang
dikehendaki oleh buku ke ITI KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang
bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4) tanpa menyebut tujuan

Muhammad (1993:20) mengatakan bahwa dalam perumusan pasal ini
tidak disebutkan tnjuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang
mengikatian diri ita tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di afas, maka periu
dirumuskan kembali tentang perjanjian itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut,
maka yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana
dua orang atan lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal
mengenai harta kekayaan.

-4
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Apabila diperhatikan definisi perjanjian diatas, maka dapat diketahui
unsur-unsur perjanjian. Muhammad (1992:78) dalam bukunya hukum
perikatan, menyebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa
unsur perjanjian yaitu :

a) ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para
pihak bertindak sebagai subyek perjanjian, subyek tersebut bisa terdiri dari
manusia atau badan hukum.

b) ada persetujuan antara para pihak

" Para pihak sebelum membuat sural perjanjiaz atau dalam membuat
surat perjanjtan haruslah diberi kebebasan untuk mangadakan tawar-menawar
diantara keduanya, sehingga perjanjian tersebut atas persetujuan kedua belah
pibak.
¢) ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tnjuan tertentu
yang ingin dicapai, baik yang dilakukan sendiri atau pihak lain, yang dalam hal
ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Di dalam mencapai satu
atau beberapa tujuan tertentu para pihak terikat dengan adanya ketentuan
bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum.
d) ada prestasi yang harus dilaksanakan o

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban
tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. ,E\pabila pihak yang
satu berkewajiban untuk memenubhi prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut
merupakan hak, dan begitupun sebaliknya.
e) ada bentuk tertentu

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa
hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat
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dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu ini biasanya berupa akta. Perjanjian itu
dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan
tujuannya yang dipahami oleh ﬁihak-pihak. itu sudah cukup, kecuali jika pihak-
pihak menghendaki secara tertulis.
{) ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya merupakan isi perjanjian, karena
ada syarat-syarat italah dapat diketahui kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat itu
biasanya terdiri atas syarat pokok dan syarat tambahan. Syarat pokok yang
akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya,
harganya, sedangkan syarat pelengkap atan tambahan, misalnya mengenai cara
pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain.
b. Azas-azas Perjanjian

Azas-azas dalam perjanjian yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak
dalam mencapai tujuan mehpu.h :
1) azas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah
diatur atau belum diatur dalam undang undang. Kebebasan ini dibatasi oleh tiga
hal yaitu tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
2) azas pelengkap

Azas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang undang boleh tidak
dilkuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan
sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undan{. Apabila dalam
perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan
undang-undang. Azas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.
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3) azas Konsensual

Azas ini mengandung arti babwa perjanjian itu terjadi sejak saat
tercapainya sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.
4) azas Obligator

Azas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak
i1 baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum
menimbulkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan
perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijk overeenkomst), yaitu melalui
penyerahan (levering). (Muhammad, 1993:224-226).
¢. Jenis-jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian adalah :

1) perjanjian timbal balik dan sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah
pihak berprestasi secara timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang
mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang
lain untuk menerima prestasi.

2) perjanjian bernama dan tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama
sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan
jumlahnya terbatas. Perjanjian tak bernama adalah " perjanjian yang tidak
mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

3) perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan
kewajiban sejak terjadi konsensus. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian
untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar menukar.
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4) perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam
taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian
baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewejiban tersebut.
Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya it sekaligus realisasi tujuan
perjanjian, yéitu pemindahan hak.

d. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi
akibat hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUH
Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

1) ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
(konsensus),

2) ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

3) ada suat hal tertentu (obyek),

4) ada suatu sebab yang halal (causa).

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui
oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuaimya. Selama
pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun
tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian ita akan tetap berlaku antara
mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yadg tidak mengakuinya.
sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau
menyatakan perjanjian itu batal.

e. Akibat hukum perjanjian yang sah
Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pibak atau karena
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alasan-alasan vang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan
dengan itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pibak-pihak artinya
perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi
kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus
menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak
yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap samia dengan
melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi
hukum.

Perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan
ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak
juga. Namun apabila ada alasan yang cukup menurut undang undang dapat
ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 KUH Perdata adalah
ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan
perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan, apakah pelaksanaan
perjanjian itu telah berjalan diatas rel yang benar.

I Pelaksanaan perjanjian

Yang dimaksud pelaksanaan disini adalah perbuatan merealisasikan atau
memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak sehingga
tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan
sempurna sesuai dengan yang telah disetujui untuk dilakukan.

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa penyerahan suatu
benda, pelayanan jasa, atau gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut.
Pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda dapat terjadi secara serentak
dan dapat pula secara tidak serentak. Khusus pelayanan jasa selalu dilakukan
lebib dulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang.
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Pihak yang melakukan pembayaran adalah debitur, atau orang lain atas
nama debitur, berdasarkan surat kuasa khusus. Pembayaran harus dilakukan di
tempat yang telah ditentukan 'dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak
ditentukan suatn tempat, pembayaran mengenai benda yang sudah ditentukan
harus dilakukan di tempat dimana benda itu berada ketika membuat perjanjian.
Selain itu pembayaran juga dapat dilakukan di tempat tinggal kreditur ataupun
debitur.

Dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan
penguasaan dan atau hak milik perlu dilakukan penyerahan bendanya.
Penyerahan ini ada dua macam yaitu penyerahan hak milik dan penyerabhan
penguasaan benda.

Pelayanan jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan
perbuatan tertentu baik dengan menggunakan tenaga fisikk belaka maupun
dengan keahlian atau alat bantu tertentu, baik dengan upah atau tanpa upah.
Apabila dengan upah, biasanya pelayanan jasa dilakukan terlebih dahulu, setelah
selesai baru dibayar upahnya.

g. Perjanjian baku (standart contrak)

Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang pada saat ini
semakin banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini jelas terlihat,
karena banyak perjanjian dalam transaksi yang dilakukan tidak melalui proses
negosiasi yang seimbang antara para pihak, tetapi galah satu pihak telah
menyiapkan kiausul-klausul baku dalam suatu formulir perjanjian tercetak dan
kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk menyetujui atan menolak
mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dengan hampir tidak memberikan
kebebasan sama sekali kepada pihak itu untuk melakukan negosiasi atas isi
perjanjian yang disodorkan. ,

Badrulzaman (1981:46) menterjemahkan standard kontrak dengan
istilah “perjanjian baku", baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa
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hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya,
patokannya, standartnya, aehi{uga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi
pegangan umum. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan
ditnangkan dalam bentuk formulir.
Perjanjian baku oleh Badrulzaman (1981:50) dibedakan dalam tiga jenis
yaitu :
1. perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan
oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang
kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi

(ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. kedua pihak lazimnya
terikat dalam organisasi;

2. perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian
baku yang mempunyai obyek hal-hal atas tanah;

3. perjanjian baku yang ditentukan oleh lingkungan potaris atan
advokad, terdapat perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah
disediakan memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang
meminta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan. Dalam
kepustakaan Belanda, jenis ini disebut contrack model.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa perjanjian sewa
menyewa tanah yang isinya telah ditentukan oleh pihak yang kuat
kedudukannya merupakan perjanjian baku sepihak.

b Ingkar janji/wanprestasi
1) Pengertian Wanprastasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda
“wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang. telah ditetapkan dalam
perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang
timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua macam
kemungkinan alasan, yaitu :

a) karena kesalahan debitur, baik karona kesengajaan maupun karena kelalaian;
" b) karena keadaan memaksa (force majure), jadi diluar kimampuan debitur,
debitur tidak bersalah.
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Menurut Muhammad (1993:21) unfuk menentukan apakah seorang
debitur bersalah melakukan ?:anprestasi. perlu ditentukan dalam keadaan
bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi
prestasi. Ada 4 keadaarn yaitu :

(1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi
kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian,
atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam
perikatan yang timbul karena undang-undang;

(2) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atan kelirn, disini debitur
melaksanakan atau memenuhi apa yang ditentukan oleh undang-undang,
tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kwalitas yang ditentukan dalam
perjanjian atan menurut kwalitas yang ditetapkan oleh undang-undang;

(3) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, disini debitur
memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan didalam
perjanjian tidak dipenuhi;

(4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut KUH Perdata pengertian wanprestasi terdapat dalam pasal 1243
yang berbunyi sebagai berikut :

-

\

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya. han¥a dapat diberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sehubungan dengan tuntutan pemenuhan ganti rugi, adakalanya dalam
perikatan sudah ditentukan bahwa benda yang dijadikan jaminan dapat dijual
oleh kreditur guna mewujudkan prestasi yang menjadi haknya jika debitur
ternyata melakukan wanprestasi.
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2) Akibat Wanprestasi

Tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian
dapat menimbulkan berbagai k(;mungkinan akibat, baik yang berkenaan dengan
perjanjian sendiri maupun yang berkenaan dengen kewajiban pihak-pihak.
Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman
atau sanksi-sanksi yang berupa :

a) pemutusan atau pembatalan perjanjian;

b) pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya;

c) pembayaran ganti kerugian;

d) pemutusan perjanjian ditambah dengan pembayaran ganti kerugian:
e) pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran ganti kerugian.

Dengan adanya akibat-akibat hukum tersebut diatas, pihak yang
dirugikan dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan, yaitu
pemutusan atau pembatalan perjanjian, pelaksanaan kewajiban sebagaimana
mestinya, pembayaran ganti kerugian, pemutusan perjanjian ditambah
pembayaran ganti kerugian, atau pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran
ganti kerugian.

2.3.2 Perjanjian sewa menyewa {

Pengertian sewa menyewa diatur dalam buku III Bab Vil Pasal 1548
sampai dengan 1600 KUH Perdata. Istilah sewa ini dari pihak pemilik benda
dapat diartikan sejumlah uang yang diterima pemilik ben@ia s=bagai imbalan dari
pemakaian benda pemilik tersebut. Istilah menyewa dilibat dari pihak penyewa
atau pemakai benda dapat diartikan sebagai pemakaian benda yang diserahkan
oleh pemilik benda sebagai imbalan pembayaran sewa tersebut
(Muhammad,1993:73).
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Pengertian sewa menyewa ditegaskan dalara pasal 1548 KUH Perdata
yang menyatakan bahwa :

“Sewa menyewa adalah snatu persetujuan dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan
dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut
belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikeiahui bahwa sewa menyewa
merupakan :

a. suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan atau pihak pemilik dengan
pihak penyewa;

b. pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang s{pada si penyewa
untuk sepenuhnya dinikmati;

c. kenikmatan berangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan
pembayaran sejumlah harga sewa tertentu.

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian
lainnya pada umumnya adalah perjanjian konsensuil artinya ia sudah sah dan
mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu
barang, harga dan waktu. (Subekti, 1989:39)

Unsur-unsur pokok tersebut adalah :

1) barang ;

barang yang disewakan bukanlah untuk dimiliki artinya yang disewakan
bukanlah hak milik atas benda itu melainkan menyerahkan barang untuk
dinikmati, maka pihak yang menyewakan tidak perlu pemiliknya sendiri dari
benda yang dsewakan. Pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar
harga sewa, dan barang it diserahkan tidak untuk dimiliki tetapi hanya untuk
dipakai kegunaannya. (Subekti, 1985:90).

 ——
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2) harga ;
perjanjian sewa menyewa ini mengenai harga sewa bisa berupa barang
atau jasa, lain dengan perjanjian jual beli harga harus berupa uang karena
kalau berupa barang bukanlah jual beli tetapi tukar menukar.
3) waktu ;
adanya waktu harus diartikan bahwa perjanjian sewa menyewa tidak
mungkin untuk selama-lamanya, waktu tertentu dalam uraian pasal 1548 KUH
Perdata bukan menjadi syarat mutlak karena dalam praktek ada kalanya pihak
yang menyewakan tanpa ditetapkan suatu waktu tertentu maka sudah tentu
pihak yang menyewakan berhak menghentikan sewa itu selap waktu asalkan
memberitahukan sebelumnya tentang pengakhiran sewa menyewa sesuai
dengan kebiasaan setempat
Setiap perjanjian sewa menyewa antara dua orang atau lebih akan
menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenubi baik pihak yang
menyewakan maupun pihak penyewa.
Hak dari pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut :
1. menerima pengembalian barang yang di sewa dalam keadaan utuh dan
keadaan seperti semula ;
2. menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditetapkan;
Kewajiban-kewajiban dari pihak yang menyewakan dijelaskan dalam
pasal 1550 KUH Perdata sebagai berikut : &
1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa ;
2. memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itn
dapat dinikmati untuk keperluan barang yang dimaksudkan ;
3. memberikan pihak penyewa kenikmatan yang tenteram atas barang yang
disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa (Subekti, 1985:54).
Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian timbal balik, maka pihak
penyewapun mempunyai hak dan kewajiban. Hak dari pihak penvewa adalah
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menerima barang yang disewakau dan berhak mendapatkan kenikmatan yang

tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungn (2 sewa-menyewa.

Kewajiban pihak penyewa dijélaskan dalam pasal 1560 KUH Perdata adalah

sebagai berikut :

1. untuk memakai barang yang disewa seakan-akan barang tersebut
kepunyaannya sendiri yang dipakai sesuai dengan tujuan yang diberixan pada
barang itu menurut persetujuan sewanya;

2. membayar harga sewa pada waktu yang dtentukan (Subekti, 1989:92).

Apabila pihak penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan
lain dari tujuannya atan untuk suatu keperluan sedemikian rupa sehingga dapat
menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan maka pihak yang
menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut (pasal 1561 KUH
Perdata).

Périanjian sewa menyewa dimaksudkan bukan untuk berlangsung
secara terus menerus, karena itn sewaktu-waktu hubungan itn akan berakhir.
Berakhirnya sewa menyewa bisa secara normal maupun secara tidak normal.
Berakhir secara normal artinya tidak terpenubi sebagaimana mestinya sesuai
dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak. Berakhirnya secara tidak
normal artinya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena ada berbagai
faktor yang mempengaruhinya, sehingga sebelum waktu yang disepakati habis
sewa-menyewa dihentikan (Muhammad, 1993:102). --

Muhammad (1993:98-102) menyatakan bahwa berakhirnya perjanjian
sewa-menyewa disebabkan sebagai berikut :

1. waktu sewa telah berakhir;

perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan tertulis maka sewa itu berakhir demi

hukum apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya

pemberitahuan pemberhentian itu (pasal 1570 KUH Perdata). Sebaliknya pada
perjanjian sewa secara lisan, sewa it tidak berakhir pada waktu yang
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ditentukan, melainkan berakhir jika pihak yang menyewakan memberitabukan
kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya. pemberitabuan
tersebut dilakukan dengan meusmdahkan jangka waktu yang diharuskan
menurut kebiasaan setempat, jika tidak ada peinberitahuan maka sewa-
menyewa diperpanjang untuk waktu yang sama. Hal ini sesuai dengan pasal
1571 KUH Perdata.
2. barang menjadi obyek sewa menyewa musnah;
perjanjian sewa-menyewa dapat berakhir apabila obyek perjanjian telah
musnah seluruhnya yang terjadi karena keadaan memaksa atau dilnar
kesalahan salah satu pihak, jika obyek perjanjian hanya musnah sebagian maka
tergantung pada pihak penyewa apakah perjanjian masih diteruskan atau
diakhiri.
3. pembatalan sewa-inenyewa,
sewa-menyewa berakhir karena pembatalan baik berdasarkan persetujuan
kedua belah pihak maupun berdasarkan wanprestasi. Pembatalan berdasarkan
persetujuan antara lain : karena benda sewaan musnah sebagian, penyewa
memilih alternatif pembatalan sewa-menyewa, karena perbaikan benda sewa
sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan penyewa sehingga dibatalkan.
Pembatalan sewa-menyewa berakhir karena wanprestasi antara lain : tidak
menggunakan benda sewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak
penandatanganan sewa menyewa, memakai benda sewaan untuk keperluan lain
dari tujuan pemakaiannya untuk keperluan yang dapat menimbulkan kerugian
pihak yang menyewakan, dan penyewa mengulang-sewakan atau melepas
sewakan benda sewa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik.
2.3.3 Pihak-pihak dalam perjanjian sewa menyewa tanah

Menurut Hadikusuma (1990:144) perjanjian sewa tanah adalah
perjanjian dimana pemilik tanah atau penguasa tanah memberikan ijin kepada
orang lain untuk mempergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau tempat
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kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang atau juga dapat terjadi
pembayaran dimuka.

Perjanjian sewa menyt;wa tanah terdiri atas dua pihak yaitu pihak
penyewa dan pihak yang menyewakan tanah. Pihak penyewa adalah pihak yang
membutuhkan tanah tersebut untuk berbagai keperluan serta memenuhi
klansul-klausul yang telah disepakati dengan pihak yang menyewakan, Pihak
yang menyewakan adalah pihak yang mempunyai tanah/kuasanya yang diberi
wewenang untuk menyewakan tanah tersebut kepada pihak penyewa dengan
memenuhi klausul-klausul yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Pihak yang menyewakan diwajibkan karena gifat persetujuan, dan
dengan tak adanya suatu janji untuk itu :

1) menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;

2) memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat
dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;

3) memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang
disewakan, selama berlangsungnya sewa.

Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerabkan barang yang
disewakan dalam keadaan terpelihara baik.

2.3.4 PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember

Perkembangan usaha-usaha negara dirasakan tidak efisien lagi sejalan
dengan perkembangan Negara Indonesia. Untuk méngatasi hal itu, maka
ditetapkan Undang Undang No. 9 Tabhun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 yang
memuat tentang bentk-bentuk perusahaan negara. Dengan undang-undang ini
ditetapkan tiga bentuk pokok usaha negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero}.

Perusahaan Negara Kereta Api ditetapkan untuk dijadikan Perjan dengan
nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dengan pertimbangan bahwa

perkeretaapian tergolong jasa pelayanan masyarakat yang menomorduakan
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keuntungan. Menjelang dekade delapan puluhan, Perusahaan Jawatan Kereta
Api dalam kedudukannya sebasax perusahaan lambat laun harus membiayai
sendiri dan tidak tergantung dari subsidi pemerintah. Untuk itu Perusahaan
Kereta Api diberi kebebasan gerak dan wewenang yang lebih luas. Dalam
rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dengan Peraturan
Pemerintah No. 57 Tahun 1990 PJKA diubah bentuk menjadi Perusahaan
Umum Kereta Api (Perumka).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan elektivitas perkeretaapian,
maka Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang didirikan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 dialihkan bentuknya menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalamm  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero).

Maksud dan tujuan perusahaan perseroan (Persero) sebagaimana
dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998 adalah
untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1. usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api;

2. kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian;

3. pengusahaan prasarana kereta api;

4. pengusahaan usaha penunjang prasarana dan saranaicereta api.

Perubahan bentuk perusahaan ini mengakibatkan segala hak dan
kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)
yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada perusahaan perseroan
(persero) yang bersangkutan sejak pendirian perusahaan perseroan yang mulai
berlaku saat diundangkan yaita 3 Februari 1998. Saiah satu asset/kekayaan dari
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah tanah, yang kemudian oleh pihak PT.
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Kereta Api Indonesia (Persero) diusahakan melalui sewa menyewa tanah
sebagai penunjang untuk pengembangan sarana dan prasarana kereta api.
2.3.4.1 Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Tanah yang berada dibawah penguasaan PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) yang merupakan assetnya (hasil wawancara dengan Bp. Supangat

selaku Kepala Urusan Pelaksana Tanah, pada tanggal 28 Oktober 1999) adalah
berasal dari :

1) tanah negara

a) Penguasaan benda-benda tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-ain
bangunan milik negara ditetapkan jika instansi pemerintah menguasai tanah
negara, dipelihara dengan anggaran belanjanya maka tanah tersebut menjadi
asset instansi yang bersangkutan;

b) penguasaan tanah negara yang telah diserahkan kepada instansi pemerintah
berdasarkan undang-undang atau peraturan lain yang sudah terjadi pada saat
berlakunya peraturan ini dinyatakan sebagai asset instansi yang
bersangkutan;

c) setelah terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, maka
penguasaan selanjutnya diserahkan kepada salah satu instansi pemerintah.

2) Tanah milik rakyat, diperoleh dengan cara :

a) pembelian tanah melalui pemerintah;

b) pembebasan tanah; .-

c¢) pengadaan tanah;

d) pencabutan hak;

e) pelepasan tanah secara cuma-cumna oleh pemiliknya;

f) penguasaan historis dari bala tentara Jepang.
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b. tokasi dan lnas Wilayah PT. Kereta Apl Indonesia (Persero) wilayah
daop IX Jember,
1) Lokasi Perusahaan ‘

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu didasarkan pada
pertimbangan yang cermat terhadap semua faktor yang mempengaruhi dan
mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember berkedudukan
di daerah kota administratif Jember, tepatnya di jalan Dahlia {io. 2 Jember. Kota
administrasi Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya
dengan kota Banyuwangi, terletak pada kurang lebih 83 permukaan laut.

2} Luas wilayah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop IX Jember.

Luas wilayah PT. Kereta Api Indonesia Daop IX Jember meliputi kota
Banyuwangi sampai sinyal masuk, stasiun Bangil dan utara sampai Panarukan
yang terbagi menjadi dua lintas yaitu :

1. Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil-Jember
sampai Banyuwangi ditambah lagi lintasan baru antara stasiun kabat sampai
stasiun Banyuwangi baru.

2. Lintas cabang

Lintas cabang yang masih beroperasi adalah stasiuon Kalisat sampai
Panarukan Situbondo, sedang stasiun Klakah sampai panarukan tidak beroperasi
lagi. -

Luas wilayah daerah penguasaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
wilayah Daop IX Jember meliputi 209,652 Km lintas raya dan 222,525 Km
lintas cabang. Panjang jaringan jalan rel kereta api kurang lebih 340,5 Kin.
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Luas Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) seluruhnya adalah 10.
291,917 m’ , yang meliputi lintas Bangil-Kalisat seluas 5.081.008 m’, lintas
Kalisat-Panarukan seluas 1.883.220 m’, dan lintas Kalisat-Banyuwangi seluas
3.327.689 m-. Sedangkan luas tanah yang disewakan adalah 1.387.942 m’
yang meliputi daerah-daerah :

a) Probolinggo. seluas 367.446 m”.

b) Lumajang, seluas 491.829 m”,

¢) Jember, seluas 120.191 m’.

d) Bondowoso, seluas 105.509 m”.

e) Kalibaru, seluas 302.967 m°. (hasii wawancara dengan Bapak Supangat
selaku Kepala Urusan Tata Usaha Tanah, pada tanggal 13 Januari 2000).

-
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BAB I
PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian sewa menyewa tamah milik PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) wilayah Daop IX Jember dengan pihak lain

Sejak berubahnya status perusahaan, dari Perusshaan Jawatan (Perjan)
menjadi Perusahaan Umum (Perum), dan sekarang menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) maka perusahaan yang sebelumnya berorientasi pada “publik
service" berubah menjadi “profit oriented”. Menurut pasal 1 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

dinyatakan bahwa :

“Dengan pengalihan bentuk yang dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan

Umum (Perum) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian

perusahaan perseroan (Persero) tersebut dengan ketenituan bahwa

segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai perusahaan umum

(Perum) kereta api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada
perusahaan perseroan (Persero) yang bersangkutan.”

Hal ini berarti asset/kekayaan yang ada secara otomatis beralih kepada PT.
Kereta Api Indonesia (Persero). Berarti tergantung pada PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) sendiri untuk mengupayakan asset yang dimili/nya agar dapat
diperoleh keuntungan guna lebih memperbesar pendapatan yang diperolehnya.
Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Ksreta Api menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero), disebutkan bahwa :

“Maksud dan tujuan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah

a. usaha penganghkutan orang dan barang dengan kereta api;

b. kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian

¢. pengusahaan prasarana kereta api

d. pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api

30
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Salah satu upaya yang ditempuh oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
wilayah Daop IX Jember untuk lebih meningkatkan keuntungan sebagai usaha
penunjang sarana dan prasarana kereta api adalah dengan memanfaatkan
asset/kekayaan yang telah ada. Asset/kekayaan yang belum dimanfaatkan secara
optimal dalam hal ini adalah tanah, ditempuh dengan cara disewakan kepada
pihak lain. Tanah yang disewakan tersebut, akan diperoleh uang sewa yang akan
digunakan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Hal ini merupakan
salah satu usaha memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan,
sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan (pasal 4 ayat (1}b
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan (Persero).

Perjanjian sewa ini merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat
khusus, maka diberi ketentuan tersendiri. Seseorang atau badan hukum
mempunyai hak sewa atas tanah, apabila yang bersangkutan berhak
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan
membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Pembayaran uang sewa
dapat dilakukan secara satu kali (sekaligus) pada waktu tertentu, sebelum atau
sesudah tanahnya dipergunzkan. Dalam hal ini prosedurnya harus melalui
perjanjian, yang harus dilakukan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat (3) KUH
Perdata).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supangaf (tanggal 17 Januari
2000) selaku Kepala Urusan Tata Usaha tanah, mengemukakan bahwa syarat-
syarat seseorang/badan hukum agar dapat menjadi penyewa tanah milik PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) adalah :

1. calon penyewa harus berminat terhadap tanah yang akan disewa;
2. tanah yang akan disewa tersebut tidak mengganggu operasional PT. Kereta
Api Indonesia (Persero);
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3. calon penyewa harus bisa mengikuti perjanjian yang dibuat oleh pihak PT.
Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada dasarnya setiap orang/badan hukum dapat melakukan perjanjian sewa

menyewa tanah milik Pt. Kereta Api Indonesia (Persero), asalkan syarat-syarat

tersebut dipenuhi serta tidak bert=ntangan dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Kartasapoetra (1992:13) bahwa : 1

“Mereka yang dapat melakukan perjanjian kontrak atau yang dapat menjadi

pemegang hak sewa ialah :

a. warga Negara Indonesia;

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

¢. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia, serta

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Berdasarkan hal diatas maka dapat dilakukan perjanjian sewa menyewa
tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan piak lain. Siapapun
dapat melaksanakan perjanjian selama tidak ada larangan untuk itu. Perjanjian
ini telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian. Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuainya (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Dalam perjanjian
tersebut kedua belah pihak bersepakat dan setuju mengadakan perjanjian
tentang kontrak sewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang
berada di daerah operasi IX Jember dengan ketentunan dan syarat-syarat
sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan ini terjadi setelah
dibubuhkannya tandatangarr dari kedua belah pihak selaku subyek bukum.

Ir. Andi Husein Makkah sel.aku kepala unit pelaksana tekhnis tanah
wilayah daop IX Jember menga!:akan bahwa per)anjian ini mengandung
persetujuan antara pihak-pihak yaitu terdapat konsensus yang menyangkut hak
dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian. Obyeknya adalah tanah yang
oleh penyewa akan dimanfaatkan seperti yang tercantum dalam klausul
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perjanjian. Dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mendapatkan
imbalan berupa uang sewa dan berkewajiban menyediakan tanah yang
dimaksudkan. Sebaliknya pihak penyewa wajib membayar sewa dan
mempergunakan tanah sesuai dengan perjanjian. Hak dan kewajiban antara
pihak-pihak ini secara rinci tertnang dalam klausul-klausul perjanjian yang
bentuknya tertulis (hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 1999).

Perjanjian sewa menyewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia {Persero)

wilayah daop IX Jember, salah satu diantaranya adalah dengan Bapak Munawar
di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang tertuang dalam perjanjian
Nomor : D.IX/TB/01104/VII/1999 pada tanggal 20 Juli 1999.
Kesepakatan ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu oleh
kepala unit pelaksana tekhnis tanah wilayah daop IX Jember (Bapak
Wibawanto) selaku pihak yang menyewakan tanah dari PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) dan Bapak Munawar selaku pihak kedna yang menyewa
tanah tersebut.

Perjanjian ini telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian,
yaitu :

3.1.1 Unsur-unsur dalam perjanjian
a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subyek)

Dalam perjanjian sewa menyewa tanah antara Munawar dengan PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah daop IX Jember, terlihat jelas adanya dua
pihak yang melakukan perjanjian yaitn Munawar selaku pihak penyewa dan
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak yang menyewakan.

b. Ada persetujuan antara pihak-pthak itu (konsensus)

Persetujuan pihak-pihak itu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis
dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berarti kedua belah pihak telah
menyetujui klausul-klausul yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut.
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c. Ada obyek yang berupa benda

Dalam perjanjian tersebut telah jelas bahwa yang menjadi obyek dari
perjanjian adalah tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yang terletak
di emplasemen (=lokasi tempat berhenti, berangkat, mengatur rangkaian serta
infrastrukturnya) rambipuji Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji
Kabupaten Jember.

d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)

Tujuan pihak yang menyewakan yaitu PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) adalah untuk memperoleh imbalan yang berupa uang, sedangkan
Munawar selaku pihak penyewa adalah agar bisa mempergunakan tanah
tersebut sesuai dengan keinginannya seperti yang tercantum dalam perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan

Perjanjian sewa menyewa tanah antara PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) wilayah daop IX Jember dengan Munawar di Keéamat:m Rambipuji
Kabupaten Jember tertuang dalam bentuk tertulis yaitu surat perjanjian Nomor :
D.IX/TB/01104/VI/1999 yang dibuat pada tanggal 20 Juli 1999 mengenai
perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Munawar tentang
persewaan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

3.1.2 Keabsahan perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya syarat-syarat yang harus
dipenuhi didalam suatu perjanjian, yang mempunyai akibat apabila tidak
dipenuhi, maka perjanjian itu tidak akan diakui oleh hukum (batal atan
dibatalkan), walaupun tetap diakui oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian
it sendiri. Bahasan syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320
KUH Perdata dalam kaitannya dengan perjanjian No. D.IX/TB/01104/VII/1999
terurai dibawah ini :
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a. Kata sepakat para pihak yang membuat perjanjian

Dalam perjanjian sewa menyewa tanah antara Munawar dengan PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember, sebagal pihak penyewa
yaita Munawar. Munawar ini tidak ikut membuat isi perjanjian melainkan
hanya tinggal menandatangani formulir perjanjian yang telah tersedia, apabila ia
menyetujui isi perjanjian yang telah dijelaskan oleh pihak kreditur. Dengan
demilkian terdapat perbedaan posisi, yaitu debitur tidak diberi kesempatan untuk
mengutarakan kehendaknya. Berlakunya perjanjian standart didasarkan atas
fiksi bahwa dianggap debitur menyetujui sunggubpun dalam kenyataannya
debitur tidak mengetahui isinya. Hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 1320
Jo.1338 ayat (1) KUH Perdata. Secara teoritis yuridis perjanjian standart ini
tidak memenuhi ketentuan undang-undang, namun kenyataannya kebutuhan
masyarakat berjalan kearah yang berlawanan dengan ketentuan undang
undang. Dapat diterimanya perjanjian -standart ini motifasinya adalah untuk
kepastian hukum dan menunjukkan bahwa hukum itu melayani kebutuhan
masyarakat bukan sebaliknya.

Dengan ditandatanganinya perjanjian No. D. IX/TB/O1 104/VII/1999 oleh
Munawar dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menunjukkan adanya
kesepakatan para pihak terhadap isi perjanjian. Jika ada orang yang
membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian standart, tandatangau itu
membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan
menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya..

b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian

Subyek hukum dalam perjanjian sewa menyeiva tanah adalah PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember dan Bapak Munawar. PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan badan hukum yang dibentuk
berdasarkan PP No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan

Umum (Perum) Kereta Api menjadi perusahaan perseroan {Persero).
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Mengingat kedudukannya sebagai badan hukum maka PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, karena badan
hukum diakui sebagai subyek hukum seperti manusia biasa yang dapat
melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan pasal 330 Jo. pasal 1330 KUH
Perdata maka Munawar dapat melakukan perbuatan hukum sendiri karena telah
dewasa (berusia diatas 21 tahun dan telah kawin) dan tidak berada dibawah
pengampuan.
¢. Hal yang tertentu

Obyek dari perjanjian sewa menyewa tanah ini adalah tanah milik PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) emplasemen Rambipuji, desa Rambigundam
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan luas 50 meter persegi yang
batas-batasnya seperti tertera dalam peta (terlampir). Dengan demikian syarat hal
tertentu ini telah dipenuhi oleh perjanjian No. D.IX/TB/01104/VII/1999 karena
obyek dari perjanjian tersebut telah tertentu dan dapat ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal

Maksud sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab
dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian,
melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan
yang akan dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau
tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Dalam perjanjian sewa menyewa ini, isi perjanjian adalah pihak yang satu
menginginkan kenikmatan atas sesuatu barang sedangkan pihak yang lain
menghendaki sejumlah uang dengan tujuan penguasaan barang itu diserahkan
dan sejumlah wuang dibayar, Dengan demikian perjanjian Nomor
D.IX/TB/01104/VII/1999 memenuhi sebab yang halal karena tidak dilarang oleh
undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

37

bahkan masyarakat sendiri yang menghendaki terjadinya perjanjian sewa
menyewa tanah tersebut.

Dengan demikian perjanjian No. D.IX/TB/01104/VII/1999 adalah sah
karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh
undang-undang. Akibatmya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta harus dilakukan dengan
itikad baik (pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 dan 3).

3.2 Kedudukan para pihak dalam perjanjlan sewa menyewa tanah
milik PT. Kereta Apl Indonesia (Persero) wilayah Daop IX Jember

Perjanjian sewa menyewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero},
telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian. Dengan
dibubuhkannya tanda tangan oleh kedua belah pihak, berarti keduanya telah
sepakat dan menyetujui segala isi dalam klausul-klausul perjanjian . Sehigga
kedudukan para pihak adalah sejajar, meskipun terlihat PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) lebih kuat dalam membuat isi perjanjian dibandingkan dengan pihak
penyewa.

Perjanjian ini termasuk perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang
isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian. Pihak
yang kuat disini adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai kreditur.

Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-unda;lé bagi mereka yang
membuatnya sehingga harus ditaati.

Hilman Hadikusuma (1990:144) menyatakan :

“Perjanjian sewa tanah adalah perjanjian dimana pemilik tanah atau
penguasa tanah memberikan ijin kepada orang lain untuk
mempergunakan tanahnya sebagai tempat usaha atau tempat kediaman
dengan pembayaran sewa dibelakang atau juga dapat terjadi
pembayaran dimuka.”

.» ¥ ESieasana - !
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Dengan terciptanya suatu hubungan hukum sewa menyewa tanah, maka
timbul hak sewa dan kewajibannya yang berharap dapat dilaksanakan secara
timbal balik. Hak dari pibak yang satu merupakan kewajiban pihak lainnya,
sebaliknya kewajiban pihak yang satu merupakan hak bagi yang lainnya. Sifat
khusus dari hak sewa adalah pihak penyewa wajib membayar sewa dalam
bentuk uang kepada pemilik tanah.

3.2.1 Hak dan kewajiban pemilik atas tanah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sunarto selaku staf
pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bagian tanah pada tanggal 30 Oktober
1999, menjelaskan bahwa hak bagi pemilik atau yang menyewakan vaitu PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) yang utama adalah berhak untuk mendapatkan
sejumlah harga sewa atas tanah yang disewakan untuk waktu tertentu sesuai
dengan kesepakatan dalam perjanjian. Kewajiban pemilik atau yang
menyewakan adalah menyediakan tanah sebagaimana tersebut dalam perjanjian
baik letak, luas maupun harganya untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua seperti
yang tertuang dalam perjanjian.

Hal ini sesuai dengan pasal 1550 KUH Perdata yaitu :

“Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat persetujuan, dan

tidak perlu adanya suatu janji untuk itu :

a. wajib menyerahkan barang yang disewakan;

b. wajib memelihara barang yang disewakan itu supaya tetap berada

dalam keadaan baik;

¢. wajib memberikan ketentraman kepada pihak penyewa untuk dapat

menikmati barang yang disewanya selama perjanjian sewanya
berlangsung”.

Hal ini berdaku juga dalam perjanjian Nomor : D.IX/TB/01104/VH/1999
antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Munawar di Kecamatan
Rambipuji Kabupaten Jember. Disini terdapat 2 pihak yaitu pihak penyewa yaitu
Munawar dan pihak yang menyewakan dalam hal ini PT. Kereta Api

Indonesia ( Persero ). Kedudukannya adalah sejajar karena keduanya telah
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menandatangani perjanjian tersebut, meskipun terlihat lebih kuat PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) karena yang membuat klausul-klausul isi perjanjian adalah
pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

3.2.2 Hak dan kewajiban pihak penyewa

Didalam hubungan sewa menyewa tanah pihak penyewa adalah berhak
untuk memakai dan menikmati tanah yang disewa secara tenteram dar damai
serta didalamnya tidak ada cacat yang merintangi pemakaian tanah yang disewa
tersebut.

Mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si penyewa dapat
dilihat dalam pasal 1560 KUH Perdata yaitu :

“Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama :

1. untuk memakai barang yang di sewa sebagai seorang bapak ramah
yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu
menurut persetujuan sewanya, atau jika tidak ada suatu persetujuan
mengenai itu merurut persetujuan yang dipersangkakan
berhubungan dengan keadaan;

2. untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah
ditentukan.

Pihak penyewa berkewajiban memakai barang yang disewa dan
menjaganya dengan baik. Menjaga barang sewaan diibaratkan sebagai bapak
rumah yang baik, artinya merawat barang yang disewa itu seperti miliknya
sendiri. Pemakaian barang tersebut harus sesuai dengan tujuan yang diberikan
pada barang ita menurut persetujuan sewanya, atau jika tidak ada persetujuan,
maka menurut persetujuan yang dipersangkakan untuk itu.

Cara pembayaran yang dianut dalam perjanjian ini (wawancara dengan
Bapak Sunarto, 30 Oktober 1999) adalah dibayar sekaligus oleh pihak kedua
kepada pihak pertama pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah
pthak. Pembayaran ini dilakukan pala kas PT. POS INDONESIA setempat dengan

Nomor rekening giro : T
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JR 150.33 an KADAOP IX PT. KERETA API INDONESIA (Persero) JEMBER ]l.
Dahlia No. 2 Jember.

Menurut pasal 3 ayat (2) perjanjian No. D.IX/TB/01104/V1/1999, pihak
penyewa berkewajiban :

a) membayar sejumlah uang sewa tanah kepada pihak pertama sekaligus untuk
sewa tanah satu tahun sesuai tarip yang berlaku dan ditetapkan oleh pihak
pertama;

b) sanggup membayar uang sewa tanah dengan tarip baru apabila pihak
pertama mengadakan penyesuaian tarip sewa tanah sesuai dengan peraturan
yang berlaku;

¢} dengan ini memberi ijin kepada pihak pertama atau petugas yang ditunjuk
oleh pihak pertama, untuk sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa lokasi
tanah yang di sewa oleh pihak kedua sebagaimana tersebut dalam perjanjian

d) mengurus surat-surat ijin termasul surat ijin mendirikan bangunan ke instansi
yang berhak mengeluarkan ijin tersebut;

e} mengosongkan dan menyerahkan kembali tanpa syarat tanah yang disewanya
kepada pihak pertama apabila sewaktu-waktu akan dipergunakan oleh pihak
pertama.

Pihak penyewa wajib mengembalikan barang yang di sewa dalam
keadaan seperti semula kepada pihak yang menyewakan saat berakhimya

perjanjian sewa menyewa.

3.3 Upaya penyelesaian jilka terjadi senghkeia antara para pihak dalam
perjanjian sewa menyewa tanah mililk PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) wilayah Daop IX Jember.

Perjanjian yang telah disepakati olsh kedua belah piltak idealnya tidak
terjadi sengketa. Sebelum menandatangani perjanjian tersebut, kedua belan pihak
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telah mengetahui dan dianggap telah mengetahui semua klausul-klausul yang

terdapat dalam isi perjanjian. Dengan demikian sudah sepatutnya mereka akan

menjalankan perjanjian itu sesuai dengan itikad baik.

Perjanjian sewa menyewa tanah antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
dengan Munawar di Kec. Rambipuji Kab. Jember (wawancara dengan Bapak
Supangat selaku Kepala urusan tata usaha tanah, 2 Desember 1999) apabila
terjadi sengketa, maka mengenai penyelesaian sengketa tersebut diatur sebagai
berikut:

1. apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini,
kedua belah pihak akan menyelasaikan secara musyawarah mufakat;

2. apabila penyelasaian masalah secara musyawarah mufakat tidak tercapai kata
sepakat, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian kepada
pengadilan. Dalami hal ini kedua belah pihak setuju memilih tempat
kedudukan hukum yang tetap (domisili) dan tidak berubah pada kantor
panitera Pengadilan Negeri di : Jember.

Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku stal pada bagian tanah
pada tanggal 2 Desember 1999, bahwa dari data yang ada, sengketa yang paling
sering muncul adalah keterlambatan dalam pembayaran sewa tanah yang
dilakukan oleh pihak penyewa. Keterlambatan pembayaran ini, oleh pihak PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) akan dilakukan penagihan peni?:'ayaran sewa oleh
petugas PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) dengan mendatangi rumah penyewa
yang belum membayar dengan membawa formulir pembayaran dari PT. POS
INDONESIA. Apabila ada yang membayar akan langsung dibayarkan kepada PT.
POS INDONESIA dengan tidak lupa memberikan tanda bukti kepada masyarakat
yang telah membayar tadi. Untuk selanjumya PT. POS INDONESIA akan
mengirimkan tanda terimanya ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai bukti
telah dibayamya sewa tanah tersebut. Untuk diketahui bahwa pembayaran sewa
tanah ini dilakukan melalui PT. POS INDONESIA dengan Nomor rekening giro :
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JR 150.33 a.n Kadaop PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jember yang beralamat
di Jalan dahlia No. 2 Jember.

Sebaliknya, apabila pada saat penyewa didatangi ke rumahnya belum
sanggup memenuhi kewajibauﬁya maka petugas PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) akan melakukan musyawarah dengan penyewa mengenai jangka
waktu kesanggupan membayar uang sewa. Mereka berusaha melakukan
kesepakatan yang akhimya dapat dipastikan waktu pembayarannya. Hal ini
didukung oleh kepentingan kedua belah pihak yang saling menunjang yaitu pihak
penyewa masih sangat membutuhkan tanah tersebut untuk keperluan hidupnya
dan pihak yang menyewakan membutuhkan pemasukan yang lebih besar guna
pengembangan perusahaannya. Pada waktu yang telah ditentukan tersebut
petugas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan mendatangi penyewa kembali
untuk mengurus pembayarannya.

Keterlambatan pembayaran yang sering terjadi disebabkan karena tidak
adanya aturan yang tegas mengenai jangka waktu pembayaran sewa dalam
perjanjian sewa menyewa tanah antara kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan
keterlambatan yang terjadi, kedua belah pihak melakukan musyawarah tentang
jangka waktu kesanggupan permnbayaran sewa tersebut. Kenyataannya
pembayaran tersebut akhimya dapat terlunasi dan terselesaikar { Hal ini didorong
oleh kepentingan kedua belah pihak yang saling menunjang atau bersifat timbal
balik, pihak yang satu membutuhkan tanah dan belum mau melepaskan tanah
tersebut, dan dipihak lain telah mendapatkan pemasukan ;fang berguna untuk
kepentingan PT. Kereta Api itu sendiri.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut :

b

perjanjian sewa menyewa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di
wilayah daop IX Jember antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan
pihak lain dapat dilakukan, asal tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku, telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian;
kedudukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa tanah milik PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) di wilayah daop IX Jember adslah sejajar.
karena mereka telah menyetujui dan menyepakati isi perjaujian yang dibuat
serta membubuhkan tanda tangannya. Namun karena yang membuat naskah
perjanjian tersebut adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak
yang menyewakan maka kedudukannya terlihat lebih kuat, sedangkan pibak
penyewa seolah-olah mempunyai kedudukan lebih lemah karena dia hanya
tinggal menandatangani naskah perjanjian itw;

. bila terjadi sengketa maka upaya penyelesaiannya akan dilakukan dengan

cara musyawarah. Musyawarah ini dimaksudkan untuk mencapai mufakat.
Apabila upaya tersebut tidak berhasii maka akgn diselesaikan lewat
pengadilan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran :

1. hendaknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan isi perjanjian sewa

menyewa tanah yang merupakan perjanjian standart tersebut kepada calon
pihak penyewa secara jelas terlebih dahulu, dan pihak penyewa harus hati-

43
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hati dan benar-benar mengetahui isinya sebelum menandatangani formulir
perjanjian tersebut;

. hendaknya penyewa diajak membuat isi perjanjian, sehingga kedudukan
tieduanya benar-benar samaCdan isinya merupakan kehendak bersama yang
akhimya akan dilaksanakan dengan etikad yang baik;

. hendaknya dalam membuat perjanjian sewa menyewa tanah kepastian
jangka waktu pembayaran uang sewa ditentukan secara tegas.
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P T
AMTARA
#T. KERETA AP INDONESIA (Fersera)

DERGHN
MUNARAR .
TEMTANG

FOGTHAK GEWA TANAH MILIK PT. KERETA AFI INDONESIA (Perseto)

e - = rem ryetesssraibaes o= o e

MOMOR & D.IX / TB /7 01104 /7 VII/ 1999

fang ! dda tangan dibavah ind oz
G 2 ¢ Ir . ACKHMAD MOELYOND

Jabas ¢ Kepala Daerah Operasi IX PT. KERETA API INDONESIA
(FPersero) Jeaber

: Jdl. Dabhlia Moo 2 Jember.
Yalay ol bertindak  dalam  jabatannya selaku denikian  wewalkili

Dawsaje - KERETA APT LHMDONESLA (Fersero) untuk dan atas nama FT. KERETA
AFL TR0 o (Fersavo), selaniuinya disebut PIRAK FPERTANA .

Ble & ¢ fUNABGR .

Pizlor o ege PVCRAL (Fersera).
Al oy s ol Daewawangza Rambipuii.

Balasg  hel  ani bertindak wntuk dan atas nama divri  sendiri, dan upiub
e

dhivca disebut PIHAK KEDUA. 1

Pengan ins kedua belah pihak bercepakal dan setuiu mengadakas, perianjian
tentana lontralk Sewa Tanah milik PT. KERETS AFL INDONESIA (Persera) yang
berade di DAERAH OFERASI IX JEMBER dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagainana diatur dalas pasal-pasal sebagai berikat:

PASAL 1.
HAKSUD Dan TUduaN
L. PIHEK PERTAMA denvan  ini menyewakan  Tanab wiilil V. Kerets Fp i,

Indoncals  (Persero)  yang berada di DAERAH OPERASI A JEMBER  epada

CIHAK REDUA.
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D. I g ”:LaJKRi@ﬁQS IiEQx Emaqgnixeesla;lsra\it}aafa?an‘g € m'lgr.ga[t dalaimn

avat 1 pazal ini  untuk kepentingan diri sendiri dan
diwanfaathkan  untuk : Rumah Tinggal.

PASAL 2

LHEAGST DM LUAS TANAH
Lukasi tanah sebagaimena tersebut dalam pasal 1 terletak
L Jb - !

Eupl. RANBIPUIZ.

besa i Rambigundaw.
Recamatan : Rambipuji.
Rabupaten z JEMBER.

teg Lanah  sebagaiwana tersebut dalam ayal 1 pasal
ne adalal 30,00 a2

bLikasi  dan duas tanah sebagaimana tersebut dalaw pasal 1
dilukiskan  deagan  warna Herah pada gambar situasi tanah

S ovang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan wernpakan
lawpiran  serta bagian yang lak terpisahbkan dari poerians
ILan Ll

FasSaL 3
FAEUATIBAN DAN LARANGAN

FIHAK PERTAMA berlkewaiiban menyediakan tanah sebacaimana
tersebut dalam pasal 2 perianiian ini untuk dimanfaathkan
vleh PIHAK KEDUA.

FIHAK KEDLA berkevwaiiban

Membayatr turan sewa tanah kepada FIHAK PERTAMA scobali-
guz  wntok  gewa tanal satu tahun sesuai tarip  yang
berlabu dan ditetapkan oleh PIHAK FERTAMA.

Sanggun  membayar “any - sewa tanah dengan tarip  baro
apabila  PIHAK PERTAHA mengadakan LPuhyesuaian  tarip
ERda Tanah @escal peraturan vang berlaku.

Ce DRngan  ind meeberi ijin kepada PIHAK PERTANA atau
g tug asy vanyg  dituniuk oleh  PINSK FERTANA, untuk
sewakbu-waktu  wenasuki  dan memeriksa  lokasi  tanah
vang  disewa  oleh PINAK  KEDUA sebagaimana  tercebut
dalaw pasal perianiian ini.

weotlenguris  swatesurat  iiin termasuk  Surat Yiin  plen
dardikan Bangunan ke Iastansi vang  berhak fite g
Iwarkan ijiin terswebut.

P
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sewaktu-waktu akan dluurqunakmn oleh PIHAK PERTAHA.
FIHAK KEDUA dilacany keras 3

felakuvlkan  perbuatan  apapun yang dapat menyjakibatkan
baralibnya halk  atag  tanah yang disewa Dleh FIHAK
KEBUA sebagaimana ler .ebyy dalam pasal 2 '

Pon daminkan tahah  vang  disewa baik  kspada  Banlk /
Lembaga  Keuangan lain, maupun kepada pihak lain.

daigalinkan pwisswaan tanah kepada pihak lain, baik
sluruh mavpun gobagian.

FASAL 4
FOBEUA .

Fap  Sewa tanah Liap weter persegi (p?)  tiap  tanun
dadehn 3L 2 Nilail Jual Obyel Fajak (MIOP) zetempat

P IHAK KEZUA  harus membayar kepada REHAK FERTAHA
berin  sewa tanah, biaya ukuwr / administraldi sebesar S0%
Lerdy  wews  tanab satu talun serta PFn sebesar 107,

Dungan  dowikian  PIHAK KEDUA pada saal  penandatlanganan

peraanitan int harug membayar kepada PIHAK PERTAMA sebe-
Rp. 49,500, 00 (Untuk tahun pertama)

dengan perincian sebagai berikut z

2. Sewa tanah =JiIx 50,00mfxRp. 20.000= Rp. 30.000,00

b. Fiaya Ukur = 50%L xRp. J0.000,00= Rp. i5.000,060
Jumlah = Rp. 45.000,00
<. FPH I0Z = {0 xRp. 45.000, 00 Rp. i.500,00

Junfah Semua = Rp. 49,500 a0
Untul tebun baribuiorya hanya dikenakan Sewa Tanah dan FPr
Opabila masa berlakunya perjanjiian ini diperpaniang, maka
FLHAK KERUA  banya dikenakan sewa tanah yang berlaku dan

PR, tanpa dikenakan beaya Ukur/ddministrasi.

FASAL 5

CANA PERBAYARAN

Sana Lanah  sebagaimana tersebul dalam pasal 4 ayat 3
ceriandien  dni harus dibayar gekaligus oleh PIHAK KEDUA
bepada  PIHAK PERTAMA pada waat perianjian ini ditandata-

savi s wdeh bedus belaly pihab.
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Ohbak Dewbiveran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dialas,
PIHAK  KEDUA  ager  melakukan pembayaran pada Kas FT. POS
RGN STA selempat Nomer Rekening Giveo s JR 150.33 a.n
ErBAUE  IX O T, KERETA AP INDONESIA (Perseru) JEMBER
. Dahlia Mo. 2 Jewmbar.

FASAL 4.

IANGKA WAKTD )

Perianiian ine berlaku untuk wmasa 2 (Dua) tahun i1 {snbe-
cad bulan seiak ditandatanoani perianiien inl, dan hanya
dapat  diperpenjang atas kewvepabatan kedua belah pihak.

apabilia Lodus belah pihak bersepakat meoperpaniang perian-
Pran bod o mals hoiug dibuat surat parianii L barw.,

gusbila perdenditan dipgrpaniang, PIHAK KEDUA haruzs  membe-

“citlabukan  secara  tertulis maksud tersebut kepada PIHAK
CERTAMA  voling lambat 1 (satw) bulan cebolum berakiirnyga
@rlantian ini

FASaL 7.

FLHLUDAHAN TaRIF SEMA

deabile PEHAK PERVARA  mengadakan penyesuaiansperabahan

Larip  kontrak  waka PIHAK PERTAMA waiib menberitehukan
tuvada PIMAK KEDUA Letlentuan tentlang tarip baru  paling
Lambat 1 (satu) bulan sebelun perlaniian ini berakhir.

Ferubahan tarip tidak dapat dikenakan pada perjanjian ini,
aban  tetapi apabila perjaniian ini diperpanianyg sebagai-
mana  tersebul dalam pasal & ayat 2, maka akan dikenakan
beayva  kRontrak berdasarkan ketantuan perubalan tarin.

FASAL 8.

v
vuaboba P IHAK KEDUA melanggsr ketentuan sebagainana diatur
dzlam pasal 3 perianiian ini maka FIHAK PERTAFA sccara
cepihak berhalk  meabatallan perianilan ini taops  sonberi-
tabtiban  terlebih dabule kepade PIHAK KEDUA.

Anabila bedua belak pihak berzegabat  untuk i e pan fanmg

parraniian dnd dengan perubahar Larip, namun PIHAK KEDUA
brdak  wampu atan tidak bersedia meEmbayar kontrak dengan
Lt T barv, wmaka PIHAK PERTAMA dapat meautuskan hubungan
bunocak o Bangunan  dengan bidals i abin L kan

[t I.lh_i et o

Pl panidangan

4
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ppabila  deriadi  pembatlalan atau pemutu§pn hubungan  cewa
subagalmana  tersebut dalam ayat 1 dan'2 pasal ini  makae
PIHAK KEDUA harus  membongkar banqunQﬁ yang berada diatas
fanah ovang  disewa  tanpa  ganti rugl apapun dari  PIHAK
PERTAHA dan menyerahkan  tanah yang digewa kepada PIHAK

v PERTAMA dalaw keadaan kosong. B :

pebila ternyata  penyeraban ﬁebagaéﬁaﬁé dimaksud dalam
cat 3 pasal  undiol tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK

CERUAL - maba dengad ini PIHAK KEDUA M mémberi lkuasa vaugy

Eldals dapat ditarik kembali kepada® PIHAK PERTABA  untulk

asbadbuban prabonakar e bangunan dan  membersilikan  lokasi

Vool vang disewa ataz beaya PIHAK KEDUA.

. {
Sentia beaya  vang  dikeluarkan olel PIHAK PERTAHA guna
acbskzanakan apa vang Jimaksud dalam avat 4 pasal ini akan
cqura ditagih dengen rvekening G. 215 oleh  FPIHAK PERTAMA
wald PIHAK HEDUA. :

PABAL 9.

via AN PAJak

beaddla beaye  wvang diperlukan wntuk peabuatan  perianiian
mendiadi beban PLHAK VEDUA. %

&

Perak Huiml dan Bangunan seria pajak-pajak lain yang timbul

sbibal perjaniian  ioi sepenuhnya menjadi  beban PIRAK

KEDuUA. E‘ :

PASAL 10.
MURSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari P
taisanaan perianiian ini, kedua belah pihak akan wenyele-
sad bty SECAra musvawarah dan amutakat.

Aoabila penyelesaian wasalah secara ﬁuﬁyawarah dan murakat
Lidak tercapai kata sepaket. maka kedua belah pihak akan
senverahban penvelesaian kepada penq&di!snn Balam hal ini
betua belah pibek seluju menilib tempzt  kedudukan  bukuw
oy tekap (duoeizili) dan tidak berubah pada kantor Fani-
terw Pengadiian Megeri di = JERBER..

FASAL 11.

HAL-HAL LAIN.

olehe b Tain vang belwm cukup diatur dilam  perianiian  ini
b perababan cperubaban dan tambaban yang  disanggap  per lu
ol bedua belale prhek. akan dibuatkan perianjizn tembahan
thddenduml  yang werupakan  bagian mengikal dan  tidak terpi-
hlean dari  perjaniian ini.
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FEMUTUR -

Demikian perianiian ini dibuat rangkap 2 (dwa) masing-masing
ditubuhi  materai  yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum
rafyg sama unituk dibagikan kepada masing-masing pihak.

dember., Tanggals 20- O,’fl'— 1799

PIHAK KEDUA FIHAK PERTAHA
FT. Kereta api Indoneisa (Fersero)
- Kepala Daerah Operasi IX Jember

HURAWAR . |- I¥. ACHMAD HOELYONO

NIFF. 23784
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DADRAT DFERAS IX JEMBER
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o

VLIEBAR SITUASE SEB. TANAH MILIK PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO)
EMPLASEMEN RAMBIPUJI
LINTAS SURABAYA PANYUWANGI
LAMPIRAN KONTRAX NO: DIX / TB 7 01104 7 VII 7/ 1999
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,.‘_.w.p_;_.________m_ l

L " JALAN RAYA SURABAYA - JEMBER
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SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala PT. Kereta Api (Persero) Dacrah
Operasi IX Jember, menerangkan dengan scbenarmnya bahwa mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Jember yang tersebut dibawah ini :

Nama : SRI LESTARI
NIM : 95.056
Program . S-1

Telah melaksanakan penelitian di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX
Jember sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal
11 Nopember 1999 No. 4571 /PT.32.H4FH /N 1 1999.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jcmber,_ 23 (Fcbruari 2000

Nipp. 24129
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